BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah:

1. PengaruhAkuntabilitas dan keterbukaan berpengaruh dalam pelaksanaan
good governance Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat

2. Kendala yang dihadapi Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat
mempunyai kendala-kendala dalam mewujudkan good governance,
birokrasi yang berbelit-belit, kemacetan jalan, pembangunan yang belum
merata, dan kesenjangan sosial

3. Upaya aGubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Barat telah dalam
mengatasi berbagai upaya dalam mewujudkan good governance, antara
lain reformasi birokrasi, mencegah kemacetan jalan, pemerataan
pembangunan, dan mengantisipasi kesenjangan sosial.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan:
1. Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Barat agar lebih
meningkatkan pelayanan dan kemudahan birokrasi bagi masyarakat.
2. Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Barat agar meningkatan
pemerataan pembangunan hingga pinggiran kota

3. Gubernur kepala daerah provinsi Sumatera Barat meminimalisir

kesenjangan sosial di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan,
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